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Application of Population Administration System Applications 
In the Population Registration Service 

The Government Subulussalam 

Salmaza 
Nim. 015355294 

(Salmaza.ani@gmail.com) 
Program Pascasarjana Universita Terbuka 

ABSTRACT 
In the era of globalization that is full of challenges and opportunities, the State 
apparatus is required to be able to provide the best possible service, arranging 
field of population administration system in order to achieve the orderly 
administration of the Population in Subulussalam based Subulussalam Regional 
Regulation No. 6 of 2008 on the Implementation of Article 55 of the Population 
Administration The main guidelines for the application of SIAK regulated in Law 
No. 23 of 2006 concerning Population Administration. The purpose of this study 
to analyze the implementation of the Population Administration Application 
System in Enrollment Services penduduk in Subulussalam city administration and 
to determine whether the factors that become obstacles in the implementation of 
the Population Administration System Application in the Population Registry 
Services in Governrnent Subulussalam. The research method is classified into 
types of qualitative research: "a study that attempted to describe the events and 
happenings as well as the symptoms (phenomena) that exist at the present time". 
The study design is compiling the study design include the main points of 
discussion, among others, (1) specify the method or the study design, (2) 
determine popolasi and research samples, (3) determining the research 
instruments, (4) collecting date, and (5) collecting analysis in accordance with the 
purpose and nature. Namely research respondents; Respondents first head of the 
Department of Population and Civil Registration, Respondent 2 Head area of 
residence, Respondent 3 Head of Civil Registration, Respondent 4 Head of Data 
Processing and Information Section, Respondent 5 SIAK field Civil Registry 
Operator. The selected sampling technique is purposive sampling system, which is 
based on a sample of a particular purpose. And to analyze the development of 
information and resources on a "snowball sampling" (sampling snowball). The 
analysis technique which consists of: a) reduction of data, b) display the data, c) 
draw conclusions. The application of research results in the Population 
Administration System Application Enrollment Services pendududk in city 
government Subulussalam shows on the political will, human resources and value 
or benefit to the SIAK already well underway in the population registration 
services. The factors that become obstacles in the implementation of the 
Population Administration System Application in the Population Registry 
Services in Governrnent Subulussalam is the lack of infrastructure, facilities and 
infrastructure are still lacking and lack of socialization. 

Keywords: Implementation, Administration, Services, SIAK 
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Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan 
Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Di Pemerintahan Kota Subulussalam 

Salmaza 
(Salmaza.ani@gmail.com) 

Program Pascasarjana Universita Terbuka 

Abstrak 
Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur 
Negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, menata 
sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi 
Kependudukan di Kota Subulussalam berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Subulussalam Nomor 6 Tahun 2008 pasal 55 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan Pedoman utama penerapan SIAK diatur dalam 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan Sistem Aplikasi Administrasi 
Kependudukan dalam Pelayanan Pendaftaran Pendududuk di Pemerintah Kota 
Subulussalam dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala 
dalam penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk di Pemerintah Kota Subulussalam. Metode penelitian ini 
tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu: "suatu penelitian yang 
berusaha menggambarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian serta gejala 
(fenomena) yang ada pada masa sekarang". Desain penelitian yaitu menyusun 
rancangan penelitian mencakup pokok-pokok bahasan antara lain (1) menentukan 
metode atau rancangan penelitian, (2) menentukan populasi dan sampel 
penelitian, (3) menentukan instrumen penelitian, (4) mengumpulkan data, dan (5) 
mengumpulkan analisis sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Responden penelitian 
yaitu; Responden 1 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Responden 2 
Kepala bidang kependudukan, Responden 3 Kepala Bidang Pencatatan Sipil, 
Responden 4 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Responden 5 
Operator SIAK bidang Pencatatan Sipil. Teknik pengambilan sampel yang dipilih 
adalah sistem purposive sampel, yakni sampel yang didasarkan atas tujuan 
tertentu. Dan untuk menganalisa perkembangan informasi maupun sumber 
menggunakan prinsip "snowball sampling" (sampel bola salju). Teknik Analisis 
yang terdiri dari: a) reduksi data, b) display data, c) mengambil kesimpulan. Hasil 
penelitian penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam 
Pelayanan Pendaftaran Pendududk di Pemerintahan kota Subulussalam 
menunjukan pada bagian political will, sumber daya manusia dan value atau 
manfaat dengan adanya SIAK sudah berjalan dengan baik dalam pelayanan 
pendaftaran penduduk. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan 
Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk di Pemerintah Kota Subulussalam adalah minimnya infrastruktur, 
sarana dan prasarana yang masih kurang dan minimnya sosialisasi. 

Kata Kunci : Penerapan, Administrasi, Pelayanan, SJAK. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Gambaran Umum Kota Subulussalam 

Kota Subulussalam, adalah sebuah kota di Provinsi Aeeh, Indonesia. Kota 

Subulussalam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007, pada 

tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah Kota di 

Provinsi Aeeh yang termuda, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aeeh 

Singkil. Kota Subulussalam yang memiliki luas daerah 1.391 km2 terletak pada 

posisi 02°27'30"-03°00'00" LU dan 097°45'00"-98°10'00" BT dengan batas-

batasnya adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aeeh Tenggara dan 

Kabupaten Dairi Sumut. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aeeh 

Singkil. Sebelah barat berbatasan dengan Aeeh Selatan. Sebelah timur berbatasan 

dengan Pakpak Bharat dan kabupaten Dairi (SUMUT). Pada saat terbentuk, Kota 

Subulussalam memiliki 5 keeamatan dengan 74 desa dengan 8 kemukiman yaitu: 

Kee. Simpang Kiri : 14 desa, 2 kemukiman; Kee. Penanggalan : 10 desa, 1 

kemukiman; Kee. Rundeng: 23 desa, 2 kemukiman; Kee. Sultan Daulat: 17 desa, 

2 kemukiman; Kee. Longkib: 10 desa, 1 kemukiman. 

Motto Subulussalam adalah Sada Kata yang dapat diartikan penulis 

sebagai SA TU KA TA. Bila kita generalisir, kemungkinan segala sesuatu nya 

harus berdasarkan kesepakatan bersama atau dengan kata lain mempunyai maksud 

agar masyarakat Kota Subulussalam menanamkan rasa kebersamaan dan tekad 

kuat. 
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Lambang kota Subulussalam memiliki makna sebagai berikut: a) perisai 

merupakan kekuatan dan kekokohan; b) rantai merupakan kebulatan tekad; c) 

bintang merupakan nilai ketuhanan yang Maha Esa; d) kitab terbuka merupakan 

kesungguhan untuk menjaga Syariat Islam; e) padi dan kapas merupakan 

kesejahteraan yang ingin dicapai masyarakat Kota Subulussalam; t) bukit dan air 

merupakan karakteristik dan topografi wilayah; g) pohon kepala sawit merupakan 

potensi andalan kota Subulussalam; h) pepinangan merupakan penghargaan dan 

penghormatan; i) pedang merupakan semangat kepahlawanan mengisi 

pembangunan semboyan; j) SADA KAT A merupakan kebulatan tekad satu kata 

dalam mufakat. 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam dibentuk 

berdasarkan Qanum kota Subulussalam No 6 tahun 2008 tentang pembentukan 

sruktur organisasi dan tatakerja dinas dan lembaga teknis derah dilingkungan 

pemerintah kota Subulussalam. Baris kesepuluh dinas kependudukan dan catatan 

sipil paragraf 1 pasal 54 yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan 

unsur pelaksanaan pemerintahan daerah secara otonom dibidang kependudukan 

dan catatan sipil, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Pasal 55 dinas 

kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenanngan 

disentralisasi dibidang kependudukan dan catatan sipil serta tugas lain yang 

diberikan oleh walikota. 

B. Hasil 

Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu 
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sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan 

standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang 

kependudukan sehingga diharapkan akan tercapai tertib administrasi dan juga 

membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Subulussalam di dalam 

menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Penerapan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

berpedoman dasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penerapan Sistem lnformasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan data dan 

inf ormasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga 

terwujudnya pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, 

dengan tetap menjamin kerahasiaan. 

Dalam pembahasan ini akan Menganalisis penerapan Sistem Aplikasi 

Kependudukan Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Pemerintah Kota 

Subulussalam dan mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam 

penerapan sistem aplikasi administrasi kependudukan dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk di Pemerintah Kota Subulussalam. Dalam proses 

penerapan sistem administrasi kependudukan dalam pelayanan pendaftaran 

penduduk di pemerintah Kota Subulussalam (SIAK) pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Subulussalam. 
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Dukungan dari berbagai pihak merupakan bagian dari elemen support suatu 

kebijakan publik (Indiahono, 2009: 60). Pemerintah memiliki kewenangan yang 

besar untuk mengambil suatu kebijakan dalam mengevaluasi penerapan sistem 

aplikasii Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk di 

pemerintah Kota Subulussalam (SIAK). Temuan hasil tentang Political Will 

diperoleh seperti tertera pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 
T H ·1 p rr adaP r. I w:u emuan as1 ene 11an p o lt1ca l 

Unsur political will dalam Temuan Hasil Penelitian 
penerapan SIAK 

Pemerintah membentuk Undang-
1. Landasan hukum Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan serta 
berbagai peraturan pendukung lainnya. 
Pengelolaan SIAK terdapat pada Bidang 

2. Pembentukan bidang baru Data dan Dokumen Kependudukan. 
Selain itu dibentuk TPDK di tiap 
Kecamatan. 

3. Pemahaman pegawai mengenai Pegawai kurang memahami peraturan 

peraturan hukum tentang SIAK hukum yang ada yang mengatur tentang 
penerapan SIAK 

Sumber: Diolah dari basil wawancara 

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. Pasal 82 menyebutkan bahwa Pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem lnformasi Administrasi 

Kependudukan. 

Pembangunan dan pengembangan Sistem lnformasi Administrasi 

Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka 

menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk 

Indonesia (sumber data dari wawancara). Dengan demikian, data penduduk dapat 
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diintegrasikan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan 

mutakhir. Responden 1,2 menyatakan, tujuan utama dari penerapan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah menciptakan tertib 

administrasi kependudukan, meningkatkan keakurasian data kependudukan dan 

membangun sistem yang terpusat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 

menerapkan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 

2008. Pemerintah membangun Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) secara bertahap. Tahapan pengembangan mulai dari program aplikasi 

yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian pembangunan infrastruktur 

dan persiapan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

masing-masing. 

Untuk pengelolaan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

dilakukan oleh bidang Data dan Dokumen Kependudukan yang diatur di dalam 

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 

dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. 

Penjabaran tugas dari bidang Data dan Dokumen Kependudukan terdapat 

pada pasal 55 yang menjelaskan bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi dibidang 

kependudukan dan catatan sipil serta tugas lainnya yang diberikan oleh walikota 

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pengolahan data dan informasi, 
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bidang perubahan data dan dokumen kependudukan serta bidang pemeliharaan 

dan penyimpanan. Dengan diterapkannya Sistem lnformasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK}, pemerintah juga membentuk Tempat Perekaman Data 

Kependudukan (TPDK) yang berada di setiap kecamatan. 

TPDK merupakan bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Subulussalam yang bertempat di setiap Kecamatan. Tugas utama TPDK 

adalah untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP dan KK dengan 

menggunakan program SIAK yang sudah terhubung online dengan database yang 

ada di Dinas. 

TPDK dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi warga untuk 

mendapatkan pelayanan tanpa harus mendatangi Dinas. Dari hasil pemaparan, 

unsur political will sudah cukup baik di dalam penerapan SIAK, hal tersebut dapat 

dilihat dari dibentuknya SlAK sejak tahun 2008, dibentuk berbagai peraturan 

hukum penunjangnya serta dibentuknya TPDK di setiap kecamatan. Itu 

merupakan bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk 

membangun dan mewujudkan proses tertib administrasi di bidang kependudukan. 

4.2.2 Kendala Political Will dalam Penerapan Sistem lnformasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) 

Sebagai suatu produk kebijakan publik, Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) memiliki berbagai landasan hukum di dalam 

implementasinya. Payung hukum yang menjadi pedoman utama di dalam 

penerapan SIAK adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 
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Peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan mengenai konsep maupun 

teknis SIAK. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Subulussalam 

Nomor 6 Tahun 2008 pasal 55 yang menjelaskan bahwa dinas kependudukan dan 

catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi dibidang 

kependudukan dan catatan sipil serta tugas lainnya yang diberikan oleh walikota 

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pengolahan data dan informasi, 

bidang perubahan data dan dokumen kependudukan serta bidang pemeliharaan 

dan penyimpanan. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 T ahun 2004 tentang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Adanya berbagai peraturan 

hukum yang kompleks dan saling berkaitan, akan memberikan kejelasan dan 

kepastian hukum bagi instansi pelaksana untuk menjalankan program SIAK. 

Namun di lapangan, responden 1, 2 dan 3 tidak begitu memahami mengenai 

peraturan-peraturan yang mengatur tentang SIAK. Landasan hukum penerapan 

SIAK yang diketahui hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Tanpa adanya pengetahuan yang diperlukan didalam 

peraturan hukum mengenai SIAK, akan sangat berpotensi peraturan-peraturan 

hukum SIAK perlu ditingkatkan. 

Peningkatan pemahaman dapat dilakukan antara lain dengan melakukan 

sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah kepada pegawai instansi 

pelaksana secara berkala terjadinya penyimpangan di dalam proses penerapan 
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SIAK di lapangan. Hal tersebut tidak hanya akan merugikan masyarakat tetapi 

juga instansi itu sendiri. Untuk i~ pemahaman dari pegawai mengenai peraturan-

peraturan hukum SIAK perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman dapat 

dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi dari pemerintah pusat maupun 

daerah kepada pegawai instansi pelaksana secara berkala. 

4 .2.3. Infrastruktur 
Tabel 4.2. 

T H ·1 P r . da Infi truktu emuan asi ene 1t1an pa ras r 
Unsur Infrastruktur 

Temuan Hasil Penelitian 
dalam penerapan SIAK 

1. Konsep pendistribusian server SIAK menggunakan server dan database 
dan database SIAK yang terpusat di Dinas dan terintegrasi se 

kota Subulussalam 
2. Jaringan komunikasi data SIAK menggunakan jaringan online yang 

menghubungkan kecamatan dengan dinas, 
maupun antar bidang di dinas. 

3. Ketersediaan sarana prasarana Jumlah printer 9 unit, perangkat komputer 
SIAK 3 unit, mesin laminating 1 unit. Sarana dan 

prasarana SIAK masih kurang 
Sumber: Diolah dari hasil wawancara 

Sebelum diterapkannya SIAK, pemerintah telah memiliki program serupa 

yang disebut Sistem lnformasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki 

SIMDUK sehingga pemerintah mengembangkan program SIAK tersebut. Terlihat 

perbedaan utama antara SIMDUK dan SIAK terletak pada konsep pendistribusian 

server dan database data kependudukan serta jaringan komunikasi data yang 

digunakan. Ketika masih menggunakan SIMDUK, server dan database terdapat 

dimasing-masing kecamatan di Kota Subulussalam, sehingga akan mengalami 

kesulitan ketika akan dilakukan konsolidasi data seluruh Kota Subulussalam. 

Dengan server yang terdistribusi, validitas data masih rendah karena 

kemungkinan data ganda cukup besar. Selain server yang terdistribusi, SIMDUK 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



68 

belum menggunakan jaringan on/ine seperti SIAK. Untuk proses konsolidasi 

membutuhkan waktu yang lama karena proses transaksi data saat itu masih 

menggunakan disket. Selain itu, untuk proses penerbitan akte pencatatan sipil juga 

masih memerlukan waktu yang lama karena proses input data masih dilakukan 

secara manual. Hal-hal tersebut terjadi karena belum ada standarisasi yang jelas 

yang diatur oleh pemerintah pusat. 

SIAK merupakan kebijakan dari pemerintah yang memanfaatkan 

perkembangan dari teknologi informasi. Infrastruktur yang digunakan dalam 

penerapan SIAK antara lain, program aplikasi dan database SIAK, perangkat 

komputer, jaringan komunikasi data serta beberapa perangkat penunjang seperti 

printer, mesin laminating, dan tower pemancar sinyal radio. 

Perangkat komputer Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Subulussalam terdapat 9 unit dengan 9 unit mesin printer, ditambah dengan 3 

perangkat komputer, 1 mesin printer dan 1 mesin laminating yang terdapat pada 

masing-masing di kecamatan. Perangkat Komputer untuk Server dan Database 

SIAK. 

Hasil wawancara dengan responden 4, terlihat bahwa dalam pembangunan 

infrastruktur SIAK masih kurang baik. Dapat terlihat dari masih kurangnya 

jumlah printer yang tersedia. Lambatnya pembangunan tower untuk jaringan 

komunikasi data membuat sering terganggunya transaksi data antara kecamatan 

dan dinas karena tidak ada jaringan komunikasi data sebagai cadangan. Selain itu, 

proses back-up data juga masih dilakukan secara manual dengan melakukan 

back-up setiap sore hari menggunakan hardisk ekstemal. 
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4.2.4. Kendala Infrastruktur Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan(SIAK) 

Sebagai kebijakan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) membutuhkan pembahasan 

pembangunan sarana-prasarana yang modem untuk menunjang dalam proses 

pengimplementasian kebijakan. Sarana prasarana tersebut dimulai dari program 

aplikasi (software) yang berstandar nasional, database yang mampu mengolah 

data dengan jumlah tinggi secara cepat, perangkat komputer yang berkemampuan 

tinggi, perangkat printer, serta infrastruktur jaringan komunikasi data melalui 

internet dan frekuensi radio untuk proses transaksi data secara online. 

Menurut Responden 4 dan 5 jumlah perangkat SIAK masih kurang dari 

jumlah yang memadai, khususnya dari jumlah mesin printer. Secara total, printer 

yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 

terdapat 9 unit dengan 9 unit mesin printer, ditambah dengan 3 perangkat 

komputer, 1 mesin printer dan 1 mesin laminating yang terdapat di bidang 

Pencatatan Sipil. Dengan jumlah yang sedikit, mesin printer yang tersedia tidak 

mampu menampung beban kerja yang cukup tinggi untuk mencetak KTP, KK 

maupun akte catatan sipil. Selain printer yang berfungsi untuk mencetak hasil 

proses SIAK, jaringan komunikasi data juga penting untuk melakukan transaksi 

data antar bidang maupun antara dinas dengan kecamatan. Namun demikian, 

pembangunan infrastruktur jaringan juga masih terhambat. 

Terdapat 55 persen kecamatan yang memiliki tower pemancar frekuensi 

radio. Untuk kecamatan yang belum memiliki, komunikasi clan transaksi data 

dilakukan dengan menggunakan koneksi internet speedy. Adanya dua jalur 
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komunikasi data yaitu melalui frekuensi radio dan koneksi internet memberikan 

altematif jaringan apabila salah satu jaringan mengalami masalah sehingga tidak 

akan menghambat proses transaksi data SIAK dan pelayanan publik. Namun, bagi 

kecamatan yang masih merniliki satu jaringan komunikasi data dan mengalarni 

kerusakan akan menjadi masalah tersendiri sehingga pembangunan tower hingga 

100 persen saat ini menjadi diperlukan. 

Database SIAK yang menyimpan data kependudukan seluruh penduduk 

kota Subulussalam masih dianggap kurang performance-nya. Saat ini, untuk 

proses back-up data masih dilakukan dengan menggunakan harddisk ekstemal. 

Proses back-up dilakukan pada sore hari saat seluruh proses transaksi data sudah 

selesai. Hal tersebut dinilai tidak praktis dan masih tradisional mengingat pada 

instansi swasta, seperti Bank, sudah melakukan back-up secara rea/time ketika 

transaksi data nasabah dilakukan. 

Salah satu tujuan dari penerapan SIAK adalah untuk mengintegrasikan 

seluruh data kependudukan yang ada di kabupaten kota di Indonesia menjadi satu 

database. Namun dilapangan, saat ini proses pengintegrasian data masih pada 

tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan keterangan Responden 4 dan 5, proses 

pengintegrasian data secara nasional masih dalam tahap pengembangan. 

Penerapan SIAK sudah sejak tahun 2006 dan sampai saat ini tujuan tersebut masih 

belum tercapai. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi membutuhkan 

alokasi anggaran yang besar. 

Menurut para Responden 3, 4 dan 5, kekurangan jumlah sarana prasarana 

pendukung SIAK, faktor utamanya dikarenakan minimnya anggaran untuk 
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pengadaan perangkat maupun perbaikan serta terkendalanya pembangunan 

infrastruktur seperti tower radio. 

4.3 Capacity 

Kemampuan pengambil kebijakan patut menjadi sorotan didalam evaluasi 

kebijakan. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai 

(lndiahono, 2009: 60). Unsur dalam kapasiti yang menjadi fokus penelitian 

adalah: 

4.3. Sumber Daya Manusia 
Tbl43S b D M a e um er aya anusia 

Unsur sumber daya manusia dalam Temuan Hasil Penelitian 
penerapan SIAK 

1. Kemampuan pegawai 
Pegawai memiliki kemampuan yang 
baik dalam pengoperasian SIAK 

mengoperasikan SIAK dengan diselenggarakannya 
bimbingan teknis. 

2. Kompetensi bagi operator 
Tidak ada syarat khusus pada proses 
rekrutmen operator SIAK. Yang 

SIAK penting hanya mengetahui komputer 
secara umum 
Pengoperasian SIAK dilakukan oleh 

3. Kewenangan pengoperasian administrator dan operator. Adm 

SIAK inistrator memiliki hak akses yang 
lebih tinggi karena berkaitan dengan 
pengolahan dan pemeliharaan 
database SIAK. 
Pendidikan dan pelatihan pegawai 
dilakukan dengan rnelakukan 

4. Pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis beberapa kali sejak 
diterapkan SIAK serta melakukan 
peningkatan kemampuan SOM setiap 
6 bulan sekali. 

Sumber: Diolah dari basil wawancara 

Dalam penerapan SIAK, petugas yang rnengoperasikan SIAK dibagi 

menjadi dua, yaitu operator dan administrator. Untuk operator, ditempatkan pada 

setiap bidang. Namun, tidak sernua bidang terdapat operator SIAK. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam bidang yang ditempatkan 
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petugas operator adalah Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, Bidang 

Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta ditambah dengan operator 

yang ditempatkan di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang 

tersebar di 5 kecamatan di Kota Subulussalam. Pengendalian Penduduk dan 

Sekretariat tidak memiliki petugas operator. 

Menurut Responden 2, hal tersebut karena didalam tupoksi sudah diatur 

bidang mana yang harus mengelola dan mengoperasikan SIAK. Dinas 

kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Subulussalam memiliki 5 operator SIAK 

yang ditempatkan pada masing-masing bidang dan ditambah dengan 1 operator 

pada setiap kantor TPDK di Kota Subulussalam. Sedangkan untuk administrator 

SIAK, hanya terdapat l petugas. Hal tersebut karena menyangkut kerahasiaan dan 

tugas yang berbeda dengan operator. 

Menurut responden 5, tugas dari operator yaitu menginput dan mengakses 

data kependudukan untuk selanjutnya dicetak menjadi dokumen kependudukan. 

Sedangkan tugas dari administrator yaitu untuk mengolah database 

kependudukan, melakukan perubahan data apabila terjadi kesalahan serta 

melakukan pemeliharaan database secara berkala. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk hak akses, administrator memiliki hak 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan operator, berkaitan dengan kerahasiaan 

dan hak akses, tidak semua pegawai berhak untuk mengakses data SIAK. Hal 

tersebut sudah diatur kewenangannya, hanya petugas operator dan administrator 

yang memiliki hak untuk mengakses. SIAK dilengkapi dengan login password 

sehingga hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses sesuai dengan 
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username dan password masing-masing sehingga semua data kependudukan dapat 

diakses oleh petugas. 

Sebagai program yang bersifat teknis, para petugas operator SIAK 

diberikan pelatihan dengan istilah bimbingan teknis untuk mengetahui 

operasionalisasi SIAK. Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Subulussalam mengadakan bimbingan teknis. Hal tersebut karena seiring 

berjalannya waktu terjadi perkembangan aplikasi SIAK beserta peningkatan 

kualitas jaringan dan infrastruktur yang menjadi semakin baik. 

Pelatihan SIAK pertama kali diadakan pada awal penerapan SIAK, yaitu 

pada tahun 2008. Materi bimbingan teknis disampaikan oleh administrator yang 

juga telah diberikan bimbingan teknis sebelumnya dari pemerintah pusat. Untuk 

penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan selama 1 minggu menurut 

sumber hasil wawancara dengan responden 2. 

Bimbingan teknis dilakukan lagi pada tahun 2009 dan 2010, untuk tahun 

2009, bimbingan teknis diadakan untuk bidang Data dan Dokumen 

Kependudukan terlebih dahulu karena pada saat itu dengan sistem yang sudah 

online dan lebih terintegrasi, bidang data dan dokumen kependudukan memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk mengolah server dan database SIAK. 

Kemudian bidang lain mengikuti dengan diadakannya bimbingan teknis pada 

tahun 2010, menurut sumber hasil wawancara dengan responden 2. 

Selain bimbingan teknis juga diadakan peningkatan kemampuan SOM. 

Peningkatan kemampuan SOM dilakukan setiap 6 bulan sekali yang di laksanakan 

oleh para operator SIAK dinas dan TPOK. Pelaksanaannya dilakukan dengan 
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melakukan diskusi atau sharing pengalaman dan kesulitan kesulitan yang 

dihadapi selama penerapan SIAK di lapangan. 

Untuk sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Subulussalam dalam penerapan SIAK sudah baik ( opertor memahami tugas 

dan tupoksinya). Dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan pegawai dalam 

bentuk bimbingan teknis akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam 

mengoperasikan SIAK. Selain itu juga diadakan peningkatan kemampuan SDM 

setiap 6 bulan sekali dengan melakukan Sharing mengenai kendala yang dihadapi 

di lapangan. 

4.3.2. Kendala Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) 

Petugas operator yang berwenang dalam pengoperasian SIAK, seharusnya 

melakukan proses rekrutmen yang baik dan terstandarisasi. SIAK sebagai 

program yang bersifat teknis membutuhkan operator yang dapat memahami 

operasi SIAK dengan baik. Namun, dari hasil penelitian, tidak ada standar 

kompetensi dan persyaratan yang jelas dari pemerintah untuk rekrutmen petugas 

SIAK. 

Petugas operator direkrut dengan kompetensi yang jelas dan paham 

mengenai teknis teknologi informasi, maka saat terjadi kendala teknis dilapangan 

tidak akan membuang waktu dengan berkoordinasi dengan Dinas yang akan 

berdampak dengan lamanya waktu pelayanan yang diberikan. Selain itu, 

pengetahuan dan pemahaman para petugas operator akan dapat menjadi masukan 

bagi instansi maupun pemerintah dalam mengembangkan program SIAK untuk 

menjadi lebih baik lagi. 
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4.4 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Menurut Moelong (1998) Pelayanan Publik arti pelayanan ialah: "orang 

yang melayani, pembantu, pesuruh, sedangkan publik berarti orang banyak 

(umum)." Pelayanan berarti melayani suatujasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan ini merupakan salah satu tugas dan 

fungsi administrasi Negara. 

Menurut Ratminto, Atk (2012) Pengertian dasar yang dituliskan di dalam 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan." 

Tabel 4.4 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
Unsur Pelayanan 

T ernuan Hasil Penelitian 
Pendaftaran Penduduk 

I. Mernberikan Pegawai selalu rnernberikan informasi kepada 
informasi rnasyarakat sesuai dengan ketentuan hukurn yang 

berlaku dalam pendaftaran penduduk. 
2. Berprilaku Petugas selalu bersikap ramah dengan rnasyarakat 

dalam melayani pendaftaran penduduk. 

3. Akuntabilitas 
Petugas rnelayani rnasyarakat dalam pendaftaran 
penduduk sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku dan bersikap terbuka dengan rnasyarakat. 
Petugas selalu mernberi kernudahan kepada 

4. Kondisional rnasyarakat sesuai dengan keadaan rnasyarakat 
sehingga rnasyarakat lebih rnenyenangkan dalam 
pendaftaran penduduk. 

5. Kesamaan hak Petugas tidak rnernbedakan suku dan ras dalam 
pelayanan pendaftaran penduduk. 
Petugas senng rnernberi kemudahan kepada 

6. Kebijakan rnasyarakat dalam pelayan pendaftaran penduduk 
dengan tidak bertentangan dengan hukum yang 
berlaku dalam pengambilan keputusan. 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara 
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Dalam pelayan pendaftaran penduduk di pemerintahan kota Subulussalam 

petugas selalu berkoordinasi dengan pihak muspika kecamatan dengan 

mengedapankan pemberian informasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pelayanan pendaftaran penduduk di Kota Subulussalam petugas selalu 

memberikan layanan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, sehingga masyarakat ikut 

berpartispasi dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dengan memberikan 

informasi yang valid. 

Untuk pelayanan pendaftaran penduduk di Pemerintah Kota Subulussalam 

melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melayani pendaftaran 

penduduk sudah sangat baik, (peneliti berusaha untuk mewanwancarai salah 

seorang warga yang bemama mursyidin yang beralamat desa lae oram kecamatan 

simpang kiri, peneliti menanyakan bagaimana pelayanan petugas saat pembuatan 

KTP? Mursyidin menjawab bahwa, pelayanan yang diberikan oleh petugas pada 

saat pendaftaran penduduk dan pengurusan selalu mengutamakan siapa terdahulu, 

petugas memberikan senyum, sopan dalam bertanya sehingga saya sangat senang 

dalam pengurusan administrasi dan setiap tiga bulan sekali saya melihat petugas 

Kota/kabupaten secara bersarna dengan pihak muspika berkoordinasi dalam 

memberikan penyuluhan setiap tiga bulan sekali dan mendatangi kedesa dalam 

memberikan pemahaman untuk memberikan data yang valid dan informasi yang 

terbaru dalam pendaftaran penduduk. 
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Sosialisasi tidak hanya fokus tentang penerapan SIAK, tetapi juga berbagai 

peraturan perundang-undangan tentang kependudukan, mengenai pelayanan 

publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta biaya retribusi dan 

denda yang diberlakukan bagi masyarakat. Selain sosialisasi, Dinas juga 

membagikan brosur-brosur bagi warga. Menurut responden 1, sosialisasi 

dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mencegah 

terjadinya kesimpangsiuran di tengah masyarakat serta resistensi terhadap 

diberlakukannya kebijakan. 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian penerapan sistem aplikasi administrasi kependudukan 

dalam pelayanan pendaftaran kependudukan di Pemerintah Kota Subulussalam 

adalah Tujuan utama dari penerapan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan, 

meningkatkan keakurasian data kependudukan dan membangun sistem yang 

terpusat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 

menerapkan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 

2008. Pemerintah membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) secara bertahap. Tahapan pengembangan mulai dari program aplikasi 

yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian pembangunan infrastruktur 

dan persiapan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

. . 
mas mg-mas mg. 

Untuk pengelolaan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

dilakukan oleh bidang Data dan Dokumen Kependudukan yang diatur di dalam 
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Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 

dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. 

Penjabaran tugas dari bidang Data dan Dokumen Kependudukan terdapat pada 

pasal 55 yang menjelaskan bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang 

kependudukan dan catatan sipil serta tugas lainnya yang diberikan oleh walikota 

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pengolahan data dan informasi, 

bidang perubahan data dan dokumen kependudukan serta bidang pemeliharaan 

dan penyimpanan. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan(SIAK), pemerintah juga membentuk Tempat Perekaman Data 

Kependudukan (TPDK) yang berada di setiap kecamatan. 

TPDK merupakan bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Subulussalam yang bertempat di setiap Kecamatan. Tugas utama TPDK 

adalah untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP dan KK dengan 

menggunakan program SIAK yang sudah terhubung online dengan database yang 

ada di Dinas. 

TPDK dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi warga untuk 

mendapatkan pelayanan tanpa harus mendatangi Dinas. Unsur political will 

sudah cukup baik di dalam penerapan SIAK, hal tersebut dapat dilihat dari 

dibentuknya SIAK sejak tahun 2008, dibentuk berbagai peraturan hukum 

penunjangnya serta dibentuknya TPDK di setiap kecamatan. Itu merupakan 

bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membangun dan 

mewujudkan proses tertib administrasi di bidang kependudukan. 
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Sistem Aplikasi merupakan Jaringan komputer atau sebuah kumpulan 

komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. 

Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga 

memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan 

data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan 

hardware/software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer atau 

peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan 

komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan, atau bahkanjutaan node. 

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran 

penduduk di antaranya: a) Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) Kartu Keluarga atau 

KK, c) Surat Keterangan Pindah; d) Surat Keterangan Datang; e) Surat Kenai 

Lahir. Sedangkan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pencatatan sipil 

meliputi: a) Akta Kelahiran; b) Akta Kematian; c) Akta Lahir/Mati; d) Akta Ganti 

Nama e) Akta Perkawinan; f) Akta Perceraian. 

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 

2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pembagian urusan 

kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan, pihak-pihak yang memiliki 

kewenangan dan terlibat secara aktif di dalam pelaksanaan administrasi 

kependudukan. 

Pejabat tingkat Kelurahan/Desa akan menjadi pihak pertama yang 

berhubungan secara langsung dengan pemohon pelayanan pendaftaran penduduk 

atau pencatatan sipil. Aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam 

ruang lingkup pelaksanaan administrasi kependudukan mencakup: 
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1) Mengumpulkan data-data dan memeriksa kelengkapan isi formulir 
dan berkas-berkas persyaratan standar yang dibutuhkan dalam 
pelayanan permohonan pendaftaran penduduk atau pencatatan sipil; 2) 
Mela.kukan validasi informasi penduduk yang mengajukan 
permohonan antara isi formulir permohonan dengan berkas-berkas 
persyaratan permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang 
dilampirkan. 3) Menyiapkan dan mengirimkan berkas pendaftaran 
penduduk (formulir dan berkas persyaratan pelengkapnya) ke 
Kecamatan. 

Pejabat tingkat Kecamatan a.ktivitas yang menjadi tanggung jawabnya 

dalam ruang lingkup pela.ksanaan administrasi kependudukan mencakup: 1) 

menerima dan meneliti berkas permohonan pelayanan administrasi penduduk 

yang diterima dari Desa/Kelurahan; 2) mela.kukan perekaman data sesuai dengan 

formulir permohonan yang diajukan; 3) mela.kukan pengiriman hasil perekaman 

data dalam bentuk berkas komputer ke Kantor Kabupaten/Kotamadya melalui 

sarana telepon atau disket. 

Pejabat tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) 

mempunyai tanggung jawab dalam ruang lingkup pela.ksanaan administrasi 

kependudukan menca.kup: 1) mela.kukan proses penerimaan hasil perekaman data 

dari Kecamatan; 2) mela.kukan verifikasi dan pemutakhiran data ke basis data 

kependudukan; 3) mela.kukan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan 

formulir yang diajukan; 4) melakukan pencatatan dan pemutakhiran biodata 

penduduk. 

Pejabat tingkat Provinsi (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) 

mempunyai tanggung jawab dalam ruang lingkup pelaksanaan administrasi 

kependudukan menca.kup: 1) mela.kukan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran 

penduduk untuk lembaga-lembaga yang ada di bawahnya; 2) pemberian 

bimbingan, supervisi dan konsultasi pela.ksanaan pendaftaran penduduk; 3) 
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melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 4) 

melakukan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk lintas Kabupaten/Kota; 

5) melakukan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk tingkat 

Propinsi kepada Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Pusat adalah lembaga tertinggi yang terlibat di dalam 

pelaksanaan administrasi kependudukan, dan secara urnurn lebih bersifat sebagai 

pengawas dan konsolidator pelaksana administrasi kependudukan dalam skala 

nasional. 

Pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil melaui staf sudah sesuai dengan teori menurut Gaster (1995:171) 

pelayanan publik mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) mendengarkan, 

menyiapkan waktu, penegasan, memberikan informasi yang diperlukan oleh 

masyarakat, sensitive terhadap kebutuhan individu, layak, jujur, sopan, ramah dan 

memberikan respon yang menyakinkan; b) mengembangkan informasi yang 

diperlukan, terbuka, memberikan alternative pemecahannya yang diperlukan oleh 

konsurnen, menentukan criteria minimum pelayanan, dan responnya relative 

cepat; d) memahami, dapat mengenali, fleksibel, sama dalam melayani, 

menawarkan alternative dan bila perlu melibatkan konsurnen yang ada. 

Dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu 

kualitas, maka setiap organisasi penyedia layanan publik diharapkan mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Guna mencapai kepuasan itu 

dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari: a) transparansi, yakni pelayanan 

bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan 
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dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; b) akuntabilitas, yakni 

pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; c) kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan 

kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas; d) Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; e) kesamaan 

hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun 

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; f) 

keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima. (Sinambela, 2010) 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang 

dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar 

setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan 

adminis trasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan 

kepentingan publik. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Aplikasi 

Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk di 

pemerintahan Kota Subulussalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Subulussalam, maka kesimpulan yang diperoleh antara lain : 

1. Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk di pemerintahan Kota Subulussalam dapat dilihat dari: 

Support, yaitu berbagai dukungan yang diberikan untuk tercapainya tujuan 

suatu kebijakan. Unsur support yang berhubungan dengan Penerapan Sistem 

Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk 

antara lain: 

a) Political will, yaitu komitmen politik yang dimiliki oleh pemerintah untuk 

menerapkan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk. Komitmen politik yang dimiliki pemerintah sudah 

cukup baik. Komitmen politik pemerintah untuk mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan ditunjukkan dengan dibentuknya berbagai 

peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut antara lain Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah 

83 
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Kota Peraturan Daerah Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2008 pasal 55 

yang menjelaskan bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang kependudukan dan 

catatan sipil serta tugas lainnya yang diberikan oleh walikota mempunyai 

tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pengolahan data dan informasi, 

bidang perubahan data dan dokumen kependudukan serta bidang 

pemeliharaan dan penyimpanan. 

b. Infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung 

penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam sudah memiliki 

sarana prasarana yang lengkap mulai dari perangkat komputer, mesin printer, 

jaringan komunikasi data dengan frekuensi radio maupun koneksi internet, 

tower pemancar radio, serta Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) 

yang terdapat di setiap kecamatan di Kota Subulussalam. 

c. Sosialisasi, merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan SIAK. 

Sosialisasi penerapan SIAK dilakukan di setiap kelurahan di Kota 

Subulussalam dengan mengundang perwakilan warga. Sosialisasi yang 

dilakukan dirasa masih kurang, karena hanya dilakukan pada 3 bulan pertama 

penerapan SIAK dan tidak ada sosialisasi berkala 

d. Capacity, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam proses 

kebijakan. Unsur capacity yang berhubungan dengan penerapan Sistem 
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Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk 

(SIAK) antara lain: 

1) Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan baik kualitas maupun kuantitas 

yang dimiliki dalam penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan 

dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Jumlah sumber daya manusia yang 

dimiliki Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 

sudah cukup memadai di lingkungan dinas dan ditambah 1 operator di setiap 

TPDK yang ada di kecamatan. Namun kualitas dari sumber daya manusia 

masih dapat dipertanyakan karena tidak ada standar kompetensi maupun 

persyaratan khusus pada sistem rekrutmen petugas operator. Penyelenggaraan 

bimbingan teknis juga sudah memadai dengan diselenggarakan sebanyak 2 

kali pada awal penerapan. peningkatan kemampuan SDM yang diadakan 

setiap 3 bulan sekali untuk membicarakan kendala yang dihadapi saat 

penerapan SIAK di lapangan. 

2) Anggaran, merupakan biaya yang harus dialokasikan untuk berlangsungnya 

penerapan SIAK. untuk anggaran penerapan SIAK masih kurang terbukti 

dengan minimnya infrasruktur dan perlengkapan yang ada. Dengan 

terkendalanya anggaran, pembangunan infrastruktur tower pemancar sinyal 

radio masih terhambat dan baru berjalan 55 persen. Selain itu juga pengadaan 

mesin printer yang kurang dan perbaikan perangkat komputer yang 

mengalami kerusakan juga masih terkendala. 

3) value merupakan gambaran tentang manfaat dari kebijakan publik yang ada. 

Dengan diterapkannya SIAK, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Penerapan 
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Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran 

penduduk mampu meningkatkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, khususnya pelayanan penerbitan akte kelahiran yang meningkat. 

Sistem yang sudah terintegrasi menjadi satu database kependudukan dan 

terkoneksi online juga mempercepat proses input data. 

Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk juga meningkatkan validitas data kependudukan yang 

sebelumnya masih banyak data ganda karena sistem yang masih terdistribusi di 

kecamatan. Data yang sudah valid dan akurat serta terpusat di dinas. Pemerintah 

telah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dengan terlebih 

dahulu melakukan konsolidasi data seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. 

Dengan data tersebut, juga dapat diketahui data agregat penduduk seperti 

jumlah pelajar, jumlah pekerja dan pengangguran yang ada di Kota Subulussalam. 

Dengan demikian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman 

pembangunan daerah khususnya Kota Subulussalam. 

2. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam penerapan Sistem Aplikasi 
Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk adalah: 

a. Support 

I) Political will Dalam proses penerapan Sistem Aplikasi Administrasi 

Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk, para pegawai 

seharusnya mengetahui peraturan hukum apa saja di dalam penerapan Sistem 

Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran 

penduduk. namun dari wawancara yang dilakukan kepada para narasumber, 

sebagian besar hanya mengetahui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



87 

tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, hal tersebut akan 

berpotensi dengan penyimpangan dalam proses penerapan Sistem Aplikasi 

Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk di 

lapangan. 

2) Infrastruktur Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam 

pelayanan pendaftaran penduduk membutuhkan berbagai infrastruktur sarana 

prasarana pendukung agar dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, 

masih dijumpai kekurangan infrastruktur pada Dinas Kependudukan dan 

catatan Sipil Kota Subulussalam. Kekurangan infrastruktur antara lain 

minimnya jumlah printer yang tersedia untuk mencetak dokumen 

kependudukan maupun akte catatan sipil. 

Dengan jumlah pelayanan yang cukup banyak, seharusnya tersedia jumlah 

printer supaya tidak terhambatnya proses pelayanan yang diberikan. Selain 

kurangnya jumlah printer, infrastruktur SIAK juga terkendala dengan masih 

lambatnya pembangunan tower pemancar radio untuk jaringan komunikasi data 

yang masih 55 persen. Dengan belum tersedianya tower radio di kecamatan, akan 

menjadi kendala apabila jaringan koneksi internet yang menjadi satu-satunya 

jaringan komunikasi data mengalami drouble. 

3) Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 

hanya dilakukan pada 3 bulan pertama diterapkannya SIAK. padahal SIAK 

yang merupakan program kebijakan pemerintah yang memanfaatkan teknologi 

informasi senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian perlu 

diadakannya sosialisasi secara berkala dengan menyampaikan perubahan dan 
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perkembangan apa saJa dalam penerapan Sistem Aplikasi Administrasi 

kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk. 

b. Support Sumber Daya Manusia Tidak adanya standar kompetensi dan 

persyaratan yang jelas mengenai rekrutmen operator SIAK. syarat yang 

diberlakukan hanya bisa komputer tanpa pengetahuan teknis. Padahal SIAK 

merupakan program yang memerlukan pengetahuan, pemahaman dan 

ketrampilan teknis untuk mengoperasikan SIAK dengan baik dan mengatasi 

masalah yang terjadi apabila mengalami kendala teknis dilapangan. 

c. Sistem Aplikasi administrasi dapat mencetak data kependudukan dengan 

menggunakan format PDF, dapat mencegah bagi penduduk yang ingin 

membuat KTP tetapi umumya belum mencukupi untuk memiliki KTP dan 

dapat menghubungkan antar instansi Pemerintahan Kota subulussalam dengan 

Kecamatan dan Kelurahan. 

B. SARAN 

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih didapati berbagai 

kendala didalam penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam 

pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Subulussalam. Maka saran yang diajukan: 

1. Support 

a) Perlu adanya sosialisasi untuk memberikan tambahan pengetahuan dan 

pemahaman bagi pegawai dinas mengenai berbagai peraturan hukum terkait 

dengan penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam 

pelayanan pendaftaran penduduk. 
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b) Penambahan jumlah mesm printer dan percepatan pembangunan tower 

pemancar sinyal radio di seluruh kecamatan dalam kota Subulussalam perlu 

dilakukan dengan segera untuk mencegah keterlambatan pelayanan publik 

yang diberikan. 

c) Diadakannya sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait dengan 

perkembangan dan manfaat yang diberikan dari perkembangan program Sistem 

Aplikasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk 

2. Capacity 

a) Harus dilakukannya rekrutmen petugas operator SIAK dengan latar belakang 

dan kompetensi yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknis 

teknologi informasi. 

b) Peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur SIAK secara 

bertahap. 

c) Value Pemerintah harus dengan segera mewujudkan data kependudukan yang 

terpusat berskala nasional untuk mewujudkan integrasi data dan tertib 

administrasi kependudukan. Sehingga apabila hal tersebut dapat terwujud, 

maka akan dapat di integrasikan dengan bidang yang lain seperti Bank, 

perpajakan dan imigrasi. 

d) Pelayanan pendaftaran penduduk dipertahankan dan bila perlu lebih baik lagi 

sehingga masyarakat lebih aktif dalam memberikan inf ormasi yang valid 

tentang pengurusan administrasi kependudukan. 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



DAFTAR KEPUSTAKAAN 

A.Buku 

Abdul Hakim, Nasution. (1992). Panduan Berpikir dan Meneliti llmiah Secara 
llmiah Bagi Remaja. Jakarta: PT Gramedia. 

Abidin, Anwar. (2005). Public Services Delivery: Public Sector Governance nad 
Accountability Series. The Wolrd Bank.Washington. 

Alfata, Hanif. (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk 
Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Andi Offset. 
Y ogyakarta. 

Anto, M Moelono. (1994). Faktor-Fkator Yang Mempengaruhi Investasi Swasta 
Di Indonesia, Y ogyakarta. 

Anoraga, Panji. (2001). Psikologi Kerja. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 

AA. Amir Prabu Mangkunegara. (2005). Evaluasi Kinerja SDM. Refika Aditama. 
Bandung. 

Budiarto, Widodo. (2005). Perancangan Sistem Dan Aplikasi. Mikrokontroler, 
Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 

Davis, Gordon B. ( 1985). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: 
Pustaka Binaman Pressindo. 

Dwiyanto, Indiahono. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy 
Analysis. Jogjakarta: Gava Media. 

Dadang Juliantara (ed), (2005) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam 
Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta. 

Evans, D. And Yen, DC. (2006). Goverment Information Quarterly DP. 207-235. 

Feigenbaum, A.V. (1992) Manajemen Dalam Kualitas Dalam Industri Jasa. PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Gardon, Davis. (1985). Kerangka Dasar Sitem Jnformasi Manajemen. Jakarta. 
Pustaka Binawan Persada. 

Gaster, Lucy. (1995). Quality In Public Services Managers Choices, Open 
University Pess, Buckingham, Philadelphia, USA. 

Gaspersz, Vicent. (1997). Manajemen Kualitas Penerapan Konsep, Kualitas 
Dalam Manajemen Bisnis Total. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Jakarta. 

90 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



91 

Herald, Setiadi, Zainal A. Hasibuan dan Husni Fahrni. (2007), Perubahan 
Arsitektur Database dan Aplikasi Administrasi Kependudukan yang Sejalan 
dengan Otonomi Daerah, Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol. 3 No. l 

Ibrahim. (2008). Tiori Konsep Pelayanan Publik Implementasinya. Bandar Maju, 
Bandung. 

Jasper, Farida. (2000). Manajemen Jasa PendekatanTerpadu. Edisi Pertama. 
Jakarta. Jakarta LPFE USAKTI. 

Jogiyanto, HM, (2003), Sistem Teknologi Informasi. Andi, Yogyakarta. 

--------------------(2005). Sistem Teknologi Informasi Pendekatan Terintegrasi 
Konsep. Y ogjakarta: Gava Media. 

Jones, C. (1991 ). Pengaturan Kebijakan Publik. Rajawali Pers, Jakarta. 

James SL. Yong (2003). Enabling Publik Service Innovation In The Zist Century 
E-Goverment In Asia. 

Kadir, A. (2009). Pengenalan Sistem Informasi. Andi Y ogyakarta. 

Kumorotomo, W. (1992). Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. 

Ladjamuddin, B. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Penerbit Graha 
Ilmu. Y ogyakarta. 

Rasyid, Ryaas. (1998). Disentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah 
Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia. PT. Pustaka LP3ES. 
Jakarta. 

Ratminto, Atk. (2012). Manajemen Pelayanan. Y ogyakarta. 

Moelong. (1998). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Bumi 
Aksara. 

Moelione, M Anton,. (1994). Pelayanan Prima Perpajakan. PT. Rieneka Cipta. 
Jakarta. 

Mustafadidjaya, AR (2003) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Jakarta: (SANKRI), LAN. 

Moenir, H. A. S, (2005). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi 
Aksara Jakarta. 

Misuraca. (2009). Kualitas Pelayanan E- Government Ditinjau Dari Penerapan 
E- Government. Jakarta. 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



92 

Miles, Matthew B clan Huberman, A Michael. ( 1992). Analisis Data Kualitatif 
Jakarta. Universitas Indonesia Press. 

Nugraha, Rizki. (2009). Perancangan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) Sebagai Pengembangan £-Government menuju 
Good Governance. UPI. Bandung. 

Ndraha, Taliziduhu. (2008). Budaya Kerja, Jakarta: BKU-MIP. 

Nugroho, Riant. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. 
Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Osborne, D & Gaebler, T (1993) Reinventing Government. Reading (MA): 
Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 

Pakde, Sofa. (2008). Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan, dan Pajak 
International. www .pajakonline.com. 

Putra, Gusti. (2006). Sikap Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Desa 
Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Berdasarkan UU No. 23 
tahun 2006. 

Rusli, Said. (1994) Pengantar I/mu Kependudukan. LP3ES, Jakarta. 

Suciati, (2013). Panduan Penulisan Proposal Dan Tugas Akhir Program 
Magister (TAMP). Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta. 

Sudarmayanti. (2004). Good Governance. Bandar Maju, Bandung. 

Suyanto, Asep Herman. (2007). Web Design Theory And Practices. Andi. 
Y ogyakarta. 

Septi Winarsi, Atik, Ratminto. (2012). Manajemen Dan Reformasi Pelayanan 
Publik Pustaka Pelajar. Y ogyakarta. 

Simamora, Henry. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, STIE 
YKPN. 

Soejono, Ajie W. (2009), Perancangan Sistem Informasi Kependudukan 
Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Tesis. 

Sinambela, Poltak. (2010). Reformasi Pelayanan Publik Penerbit. Bumi Aksara. 
Jakarta. 

Tangkilisan, H.N. (2003). Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran 
George Edwards. Lukan Offset, Yogyakarta. 

Tjiptono, Fandy. (1999). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: ANDI. 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



93 

Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. (2005). Service, Quality and 
Satisfaction. Y ogyakarta: ANDI. 

Widodo, Joko. (2001) Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan 
Kontrol Birokrasi Pada Era Disentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya. 
lhsan Cedikia. 

Wibawa, Samudra. (1994). Kebijakan Publik, Proses Dan Analisis, Interrnedia, 
Jakarta. 

B. Dokumen 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Inforrnasi Administrasi Kependudukan 

Keputusan MENP AN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) Nomor 
63/Kep/M.P AN/7 /2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 
publik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995 
tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum, 

C.WEB 

( www.totalinfo.or.id). 

http/mossofa. Wordpree.com. 

42397.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM 
94 

I DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPl-L 
JL. TEUKU UMAR NO. TELP. 0627 - 31265 SUBULUSSALAM 
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Sehubungan dengan surat permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian Nomor 

Istimewa Tanggal 12 Desember Tahun 2014 dari saudara Salmaza Nim 015355294 
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: Salmaza 
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Demikian surat Izin Pengumpulan Data Penelitian ini dibuat, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
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PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

JL. TEUKU UMAR NO. TELP. 0627 - 31265 SUBULUSSALAM 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: i1001 ~oe I XIl/2014 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam dengan iru 

menerangkan bahwa: 
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Nim 
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: Salmaza 

: 015355294 

: Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik 
Universitas Terbuka 

Benar yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan pengumpulan data penelitian 

dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam dengan 

judul Tesis: "Penerapan Sistem Aplikasi Ad.ministrasi Kependudukan Dalam Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk di Pemerintahan Kota Subulussalam". 

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Subulussalam, 22 Desember 2014 
Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catata_n Sipil Kota Subulussalam 
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. ·.· ~-.. .:./lr '\'\ 
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WAWANCARA 

Pedoman wawancara Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan 
dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Pemerintahan Kota Subulussalam 

No Indikator Jawaban Keterangan 

1 2 
3 4 

Ya Tidak 
Apakah Saudara 

1 
memahami landasan 
hukum tentang 
administrasi 
kependudukan? 
Apakah Saudara dalam 

2 
menjalankan tugas ada 
membentuk bidang baru 
selain di dinas yang 
saudara pimpin? 
Apakah pegawai saudara 

3 memahami mengenai 
peraturan hukum tentang 
SIAK? 
Apakah sauadara 

4 
memahami tentang 
sistem aplikasi 
administrasi 
kependudukan? 
Bagaimana penggunaan 

5 sistem aplikasi dalam 
pendaftaran penduduk 
dikota subulussalam? 
Apakah ada 
menggunakanjaringan 

6 
online yang 
menghubungkan 
kecamatan dengan 
dinas? 
Bagaimana sistem 

7 pendaftaran penduduk 
di kota subulussalam? 
Apakah sarana 
prasarana untuk sistem 

8 
aplikasi administrasi 
kependudukansudah 
memadai? 
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Apakah pegawai 
9 memahami 

mengoperasikan SIAK? 
Apakah dalam 

10 
rekrutmen operator 
SIAK ada syarat 
khusus? 
Apakah banyak 

11 memberikan kritikan dan 
puj ian kepada atlet? 
Apakah ada membuat 
pelatihan atau bimbingan 

12 untuk peningkatan 
kemampuan SDM 
pegawai sauadara? 
Apakah sering 
melakukan sosialisasi 

13 
tentang program 
pendaftaran 
kependudukan kepada 
masyarakat? 
Bagaimana tanggapan 

14 
masyarakat tentang 
pendaftaran penduduk 
selama ini? 
Apakah dalam 
pendaftaran penduduk 

15 dikota subulussalam ada 
memberikan informasi 
terlebih dahulu? 
Bagaimana perlakuan 

16 
saudara dalam melayani 
masyarakat pada saat 
pendaftaran penduduk? 
Apakah dalam melayani 

17 
masyarakatsaudara 
membeda-bedakan suku 
dan ras? 
Apakah saudara sering 
mengambil kebijakan 

18 diluar ketentuan hukum 
dalam pelayan 
masyarakat? 
Bagaimana sikap saudara 

19 
bila masyarakat kurang 
memahi tentang 
pendaftaranpenduduk? 
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21 

22 

23 

Bagaimana tanggapan 
warga atau mayarakat 
setelah pendaftaran 
penduduk dilakukan? 
Apakah dalam 
pendaftaran penduduk 
selalu melakukan 
koordinasi dengan pihak 
kecamatan? 
Apakah jaringan internet 
sudahterkoneksiantara 
kecamatan dengan dinas 
kependudukan dan 
catatan sipil? 
Apakah masyarakat 
sering melaporkan 
kejadian yang berkaitan 
dengan administrasi 
kependudukan? 

Banda Aceh, 18 Desember 2014 
RESPOND EN 
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LEMEAR OBSERVASI 

Pedoman Observasi Penerapan Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan 
dal P 1 P d ftar P d duk d" P . tahan K ta S b 1 1 am e ayanan en a an en u 1 emenn 0 u u ussaam 

No Indikator Jawaban Keterangan 

1 2 
3 4 

ada Tidak Jwnlah Baik Tidak Baik 
1 Memeriksa buku 

kependudukan 

2 
Jumlah komputer di 
dinas kependudukan 
dan catatan sipil 

3 
Jwnlah komputer di 
dinas kependudukan dan 
catatan sipil 

4 Memeriksa jumlah 
komputer di TPDK 

5 Jumlah printer 

6 Jwnlah server 
7 Memeriksa databes 

8 
Jumlah tower dikota 
subulussalam 
Memeriksa jaringan 

9 internet di kantor 
tingkat kecamatan 
Pelayanan masyarakat 
dalam mengurus 

10 administrasi 
kependudakan dikantor 
pusat. 

11 Mesin laminating 

12 
Memeriksa adminstrasi 
kependudukan 

13 
Melihat sistem kerja 
operator 

14 Memeriksa tower 
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Nama 

Nim 

Program Studi 

BIODATA PENULIS 

: Salmaza 

: 015355294 

: Administrasi Publik 

Tempat I Tgl Lahir : Aceh Selatan I 21 Desember 1967 

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Rundeng Pada Tahun (1980). 

: Lulus SMP di Langsa Pada Tahun (1983). 

: Lulus SMA di Langsa Pada Tahun (1986). 

: Lulus Diil APDN Di Banda Aceh Pada Tahun (1991 ). 

: Lulus SI KEU Daerah IIP Di Jakarta Pada Tahun ( 1996). 

Riwayat Pekerjaan 

Tahun 1996 s/d 1997 Sebagai Sekwilcarn di Sp. Kanan 

Tahun 1997 s/d 2000 Sebagai Camat Pembangunan Gunung Meriah di Aceh 
Singkil. 

Tahun 2000 s/d 2001 Sebagai Plt Camat Rundeng di Aceh Singkil. 

Tahun 2001 s/d 2003 Sebagai Pj Carnat Rundeng di Aceh Singkil. 

Tahun 2003 s/d 2006 Sebagai Camat Sp. Kiri di Aceh Singkil. 

Tahun 2006 s/d 2007 Sebagai Staf Sekda di Kabupaten Aceh Singkil. 

Tahun 2007 Sebagai PLH Asisten Adm dan Pembinaan Aparatur Sekdako di 
Kota Subulussalam. 

Tahun 2007 s/d 2009 Sebagai Kadis Perhubungan di Kota Subulussalam. 

Tahun 2009 s/d 2012 Sebagai Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan 
di Kota Subulussalam. 

Tahun 2012 s/d 2014 Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda 
dan Olahraga di Subulussalarn 

Tahun 2014 s/d Sekarang Sebagai Wakil Walikota Subulussalam di 
Subulussalam. 
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